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INTISARI 

Kabupaten Aceh Barat memiliki garis pantai mencapai 50,55 km dan luas perairan 
lautnya mencapai 80,88 km2 menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu 
kawasan yang bergerak pada sektor perikanan tangkap di Provinsi Aceh. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat tepatnya di Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Universitas Teuku Umar dan kawasan pesisir 
Kecamatan Samatiga dan Kecamatan Johan Pahlawan pada bulan Maret sampai 
Juni tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan quadruple 
helix dalam pengembangan produksi perikanan tangkap berbasis blue economy di 
Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan ialah kualitatif melalui 
pendekatan studi kasus. Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan 
metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan melalui tahapan penyajian data, reduksi data, verifikasi data, penarikan 
kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keempat 
unsur quadruple helix memiliki peranannya masing-masing dalam 
mengembangkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Barat. Ditinjau 
melalui blue economy, hasil kajian menunjukkan bahwa setiap unsur memiliki 
peranan dalam prinsip zero waste, inovasi dan adaptif, multiplier effect maupun 
inklusi sosial, akan tetapi peranan yang telah dijalankan tersebut masih belum 
optimal sehingga dibutuhkan kolaborasi antar unsur quadruple helix.  
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Pendahuluan 

Blue Economy merupakan konsep yang menekankan pemanfaatan sumber 
daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa 
merusak lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk mengeksplorasi kekayaan laut, 
meningkatkan produksi perikanan, dan menciptakan lapangan kerja, sembari 
menjaga kelestarian lingkungan (Morra & Ghalidza, 2020), sehingga strategi ini 
menjadi pilihan yang sesuai untuk pertumbuhan baru bangsa Indonesia (Chandra et 
al., 2021). Penerapan Blue Economy di sektor perikanan tangkap di Indonesia sangat 
relevan, mengingat negara ini memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah, 
dengan wilayah perairan mencapai 3.257.357 juta km2 (Saksono, 2013). Sehingga 
Blue Economy dapat menjadi kunci dalam mengelola sektor perikanan secara 
berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi, dan melindungi sumber daya alam. 
Manfaat Blue Economy dikemukakan oleh Colgan (2017) yang menyatakan bahwa 
penerapan strategi tersebut mampu membuka peluang baru dalam pengembangan 
energi terbarukan berbasis laut, serta mampu mengurangi ketergantungan 
terhadap energi yang tak terbarukan (Colgan, 2017).  

Blue Economy merupakan pendekatan yang meniru suatu sistem kerja dari 
ekosistem alam dengan tujuan untuk menciptakan manfaat dari limbah yang 
diperoleh, serta berfokus kepada keberlanjutan lingkungan, inovasi dan adaptif 
serta penciptaan lapangan kerja baru (Pauli, 2015). Blue Economy juga mencakup 
kepada kegiatan atau aktivitas perekonomian di kawasan pesisir laut dengan 
berfokus kepada keberlanjutan serta memperhatikan stabilitas ekosistem perairan 
laut (Colgan, 2017). Penerapan Blue Economy memberikan manfaat yang cukup 
besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan bagi negara 
(Andaiyani et al., 2024), konsep ini juga memberikan manfaat terhadap konservasi 
dan restorasi lingkungan laut (Papur et al., 2024).  

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan 
pangan terutama pada sektor perikanan dan kelautan semakin tinggi. Permintaan 
terhadap produk perikanan baik di tingkat domestik maupun global mengalami 
peningkatan yang signifikan (C. D. Sari et al., 2023).  Indonesia sebagai negara 
kepulauan dengan kekayaan laut yang melimpah, menjadikan sektor perikanan 
sebagai salah satu sektor unggulan (Apriliani et al., 2022). Namun permintaan ini 
juga membawa tantangan besar bagi kelestarian lingkungan laut, oleh karena itu 
penerapan konsep Blue Economy dapat menjadi solusi untuk memastikan produksi 
perikanan dapat berkembang secara berkelanjutan dan menguntungkan tanpa 
merusak ekosistem laut yang ada.  

Produksi diartikan sebagai proses untuk menciptakan, menghasilkan dan 
membuat. Faktor-faktor produksi dinamakan sebagai input (masukan), sedangkan  
jumlah produksi disebut pula sebagai output (Hatauruk, 2023). Produksi menurut 
Assauri dalam (Nathania & Listiawati, 2022) merupakan proses yang memperluas 
penggunaan suatu barang atau jasa melalui pemanfaatan sumber daya alam yang 
telah tersedia, sedangkan perikanan tangkap ialah suatu usaha pemanfaatan 
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sumber daya perikanan yang berfokus serta mengandalkan kawasan perairan laut 
sebagai wadah utama dalam proses pengelolaan (Herdiansyah et al., 2023).  

Namun saat ini, potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia tergolong 
belum mampu menjamin bahwasannya produksi perikanan dapat diperoleh secara 
optimal, hal ini didasari oleh beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam proses 
pengembangan produksi perikanan tangkap, seperti kerusakan lingkungan 
(Pangesti et al., 2023), didukung pula dengan kondisi pencemaran sampah yang 
terjadi di laut (Akbar & Magfira, 2022), serta adanya kegiatan ilegal fishing dalam 
beberapa proses penangkapan ikan (Akbar et al., 2020), karena kondisi tersebut 
pemerintah Indonesia terus mencoba mencari strategi yang tepat dalam mengatasi 
permasalahan yang terjadi pada kegiatan produksi perikanan tangkap. Salah satu 
tindakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut ialah melalui 
perubahan arah kebijakan pembangunan ekonomi pada sektor perikanan dan 
kelautan, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan peranannya terhadap 
pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi secara merata di seluruh masyarakat 
Indonesia (Mahardianingtyas, 2019).  

Pada tahun 2017 konsep Blue Economy telah masuk kedalam Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan 
Indonesia, bahkan saat ini Blue Economy sudah mulai memasuki pada fase 
implementasi kebijakan. Blue Economy akan meminimalisasi terjadi polusi di 
kawasan perairan laut, hal demikian juga berdampak terhadap terjaganya 
kelestarian dari terumbu karang yang seringkali mengalami kerusakan diakibatkan 
oleh proses produksi perikanan yang tidak ramah akan lingkungan (Pauli, 2015). 
Sebab lingkungan laut merupakan salah satu yang memengaruhi tingkat 
optimalisasi dari produksi perikanan tangkap di Indonesia. Optimalisasi didefinisikan 
sebagai hasil yang diperoleh melalui usaha dengan berbagai kegiatan yang 
dilakukan secara maksimal untuk mencapai harapan atau capaian target (Rattu et 
al., 2022). Optimalisasi juga sebagai bentuk langkah ataupun usaha yang 
diimplementasikan untuk memperoleh proses pengelolaan sesuai dengan keinginan 
maupun harapan (A. I. Sari et al., 2023). Tujuan utama dari dilakukan optimalisasi 
dalam pengembangan produksi perikanan yakni untuk memaksimalkan sebuah 
keuntungan serta meminimalisasi pengeluaran biaya (Wulandari et al., 2022).  

Optimalisasi produksi perikanan tangkap sejalan dengan tujuan dari konsep 
blue economy yakni memperbaiki sumber daya alam sekaligus dengan nilai 
perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kegiatan 
perekonomian dengan konsep pembangunan berkelanjutan, adanya akses 
masyarakat setempat terhadap sumber daya perekonomian di Indonesia, 
mendorongnya perkembangan inovasi dan kreativitas, serta mengembangkan alam 
sistem tata kelola sumber daya antara pemanfaatan dan konservasi lingkungan 
menjadi stabil (Lestari & Suarja, 2023; Nasution, 2022).  

Terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar dari pengelolaan sumber daya 
laut secara berkelanjutan, prinsip-prinsip tersebut diantaranya ialah Nir Limbah, 
Inovasi dan Adaptif, Inklusi sosial serta Multiplier Effect (Pauli, 2015). Zero Waste 
merupakan upaya mengurangi limbah dari setiap aktivitas perekonomian dan 
pengelolaan produksi perikanan tangkap, prinsip ini juga menekankan kepada 
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pentingnya bentuk perubahan dari pola konsumsi dan produksi dalam upaya 
meminimalisir timbulan limbah secara signifikan (Beck et al., 2016; Pauli, 2015).  

Selain itu Zero Waste juga dapat menjadi upaya dalam menghemat sumber 
daya alam serta mengurangi biaya dari pengelolaan limbah yang terus menerus 
dilakukan setiap saat (Miller, 2018). Lalu terdapat pula, prinsip Inovasi dan apaptif 
dalam konsep blue economy, inovasi diartikan sebagai kunci dalam menciptakan 
keunggulan secara kompetitif yang berkelanjutan, melihat kondisi pasar yang terus 
berubah setiap saat tentunya inovasi dapat menjadi upaya dalam pengembangan 
model bisnis serta teknologi terbaru (Teece, 2017), sedangkan adaptif merupakan 
kemampuan dinamis dalam suatu aktivitas, prinsip adaptasi dalam konsep Blue 
Economy menggambarkan bahwasanya suatu aktivitas ekonomi sepatutnya mampu 
dengan cepat dalam beradaptasi dengan perubahan pasar, memanfaatkan peluang 
baru serta peka dalam merespon sebuah ancaman (Zahra et al., 2017).  

Kemudian Multiplier Effect sebagai prinsip yang menekankan pada efek 
ganda yang diperoleh dari pengembangan ekonomi pada sektor perikanan dan 
kelautan (Pauli, 2015; Romer, 2018). Lalu terdapat pula prinsip Inklusi Sosial yang 
didefinisikan sebagai bentuk pemberian ruang bagi seluruh komponen masyarakat 
dalam memperoleh akses maupun manfaat dari produksi sumber daya perikanan 
tangkap, karena dalam prinsip ini ditekankan pada nilai keadilan serta pemerataan 
manfaat kapada masyarakat (Bennet, 2016).  

Dalam mewujudkan strategi kebijakan blue economy, diperlukan sinergi 
berbagai pihak untuk mematikan keberhasilan implementasinya. Pendekatan 
quadruple helix dapat menjadi solusi dari kemitraan dalam pengembangan konsep 
blue economy, sebab peran pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat sangat 
penting pada proses pengembangan produksi perikanan tangkap di suatu wilayah. 
Model Quadruple helix didefinisikan sebagai sebuah konsep kolaborasi dari 
perguruan tinggi, pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat yang dimana setiap 
unsur memiliki peran tersendiri untuk mendorong inovasi serta kreativitas (Suyoto 
& Masud, 2022). Terdapat beberapa peranan dari setiap unsur Quadruple helix, 
pemerintah berperan sebagai bagian entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan 
stimulator dalam unsur Quadruple helix (Soares et al., 2015).  Adapula akademisi 
yang memiliki peranan dalam pengajaran, penelitian, pengabdian, aktivitas 
kewirausahaan, penciptaan pengetahuan serta komersialisasi (Bastalich, 2010). 
Kemudian pelaku usaha sebagai fasilitator dalam pengembangan produksi 
perikanan sebab swasta bergerak dalam penyediaan infrastruktur, modal, serta 
fasilitas lainnya (Alfadri, 2023), serta masyarakat sebagai  sebagai penerima layanan, 
mematuhi kebijakan dan partisipasi (Arief & Pradini, 2019).  

Pendekatan quadruple helix telah banyak diterapkan dalam berbagai kajian, 
misalnya penelitian oleh (Sulikah et al., 2020) terkait pengembangan perekonomian 
daerah di Provinsi Maluku Utara melalui pendekatan ini, kajian serupa juga dilakukan 
oleh (Ainaqo et al., 2024) terkait pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten 
Wonosobo, serta penelitian (Khitam, 2022) yang menyoroti pengembangan dari 
potensi desa melalui pendekatan kolaborasi quadruple helix di Desa Sekaran. Namun 
untuk penerapan konsep blue economy dalam pendekatan quadruple helix, 
terkhususnya pada pengembangan produksi perikanan tangkap masih kurang 
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bahkan belum ditemukan penelitian yang selaras, sehingga dibutuhkan penelitian 
lebih lanjut untuk mengkaji pendekatan tersebut dalam konsep blue economy. 

Pendekatan quadruple helix dalam pengembangan produksi perikanan 
tangkap berbasis blue economy masih berada pada tahap pengenalan dan 
pengembangan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Aceh Barat. 
Kesadaran stakeholder terkait implementasi konsep Blue Economy ini terus 
meningkat, meskipun masih dibutuhkan strategi yang lebih kolaboratif untuk 
memastikan keberlanjutan dari produksi perikanan tangkap.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari setiap unsur 
quadruple helix dalam pengembangan produksi perikanan tangkap berbasis Blue 
Economy di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini yakni seperti apa peranan masing-masing 
unsur quadruple helix dalam mengembangkan produksi perikanan tangkap berbasis 
blue economy di Kabupaten Aceh Barat? 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi 
kasus, menurut Mudjia Rahadjo (2017) dalam Ilhami (2024) bahwasanya pendekatan 
studi kasus merupakan pendekatan ilmiah yang dilakukan secara rinci terhadap 
suatu fenomena atau aktivitas baik pada objek individu, kelompok atau instansi 
(Ilhami et al., 2024). Penentuan narasumber penelitian menggunakan teknik 
Purposive Sampling, teknik ini merupakan salah satu bentuk pemilihan narasumber 
melalui beberapa tahapan dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). 
Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas perwakilan dari Bagian Perikanan 
Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Dosen Program Studi 
Perikanan Universitas Teuku Umar, pelaku usaha alat tangkap, pelaku usaha produk 
olahan ikan, serta masyarakat nelayan.   

Metode analisis yang digunakan terdiri atas 4 tahapan yaitu penyajian data, 
reduksi data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Terdapat 
uji kredibilitas dalam tahapan verifikasi data pada proses analisis data penelitian, uji 
kredibilitas tersebut bertujuan untuk memastikan keandalan dan validitas data 
melalui triangulasi teknik serta peningkatan ketekunan (Sugiyono, 2015). Penelitian 
ini dilakukan pada beberapa lokasi yang menjadi perwakilan dari setiap unsur 
quadruple helix yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, 
Universitas Teuku Umar, serta perwakilan unsur masyarakat dan pelaku usaha dari 
Kecamatan Johan pahlawan dan Samatiga. Kedua kecamatan tersebut merupakan 
dua wilayah yang memproduksi perikanan tangkap serta jumlah masyarakat nelayan 
tertinggi,  didukung pula dengan isu spesifik terkait pencemaran lingkungan laut di 
Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini berlangsung pada bulan Maret sampai Juni  
2024, pemilihan rentang waktu tersebut didasari oleh pertimbangan dalam 
efektivitas pengumpulan data penelitian, ketersediaan dan perizinan dari responden 
serta penyesuaian terhadap tahapan penelitian penulis.  

 
Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Aceh Barat  

Sektor perikanan menjadi salah satu sektor penting di Kabupaten Aceh 
Barat, hal ini didukung dengan beberapa kecamatan yang terletak pada kawasan 
pesisir, serta menjadi sumber produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan 
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tangkap pada tiga tahun terakhir di empat kawasan produksi perikanan dapat 
dilihat seperti pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Aceh Barat (Ton). 

Kategori Nilai Ekonomi 2021 2022 2023 

Johan Pahlawan 10.739 11.013 11.021 

Samatiga 5.398 5.538 5.543 

Arongan Lambalek 905 929 930 

Meurebo 3.232 3.316 3.318 

Total 20.274 20.796 20.812 

Sumber: Kabupaten Aceh Barat dalam Angka 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024) 
 
Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwasanya pengembangan produksi 

perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan setiap 
tahunnya, akan tetapi peningkatan tersebut tidak selaras dengan kondisi 
lingkungan, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa masih ditemukan 
penumpukkan sampah di kawasan perdagangan ikan serta sepanjang pesisir pantai, 
hal ini dikarenakan pembuangan limbah rumah tangga maupun limbah dari produksi 
perikanan itu sendiri. Maka dari itu, dalam pengembangan produksi perikanan 
sepatutnya dilakukan pengembangan strategi yang sesuai dengan menyelaraskan 
antara perekonomian serta kelestarian lingkungan. Salah satu strategi kebijakan 
yang menfokuskan terhadap pengembangan ekonomi serta kelestarian lingkungan 
ialah konsep blue economy. Di kabupaten Aceh Barat tentunya membutuhkan 
peranan beberapa unsur penting dalam melaksanakan konsep kebijakan tersebut, 
yakni pemerintah, pelaku usaha, masyarakat serta akademisi, keempat unsur 
tersebut sering disebut dengan quadruple helix. 

 
Peran Quadruple Helix dalam produksi perikanan tangkap Berbasis Blue Economy 

Semestinya setiap unsur quadruple helix di Kabupaten Aceh Barat memiliki 
peranan yang cukup penting terhadap implementasi dari konsep kebijakan blue 
economy sebagai upaya optimalisasi produksi perikanan tangkap, mulai dari 
pemerintah, akademisi, swasta bahkan masyarakat tentunya memiliki peranannya 
masing-masing diantanya sebagai berikut: 

1. Peran Pemerintah berbasis Blue Economy 
Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Barat bersama dengan 

Penyuluh Perikanan merupakan bagian dari pemerintah yang telah berupaya 
memberikan peranan dalam pengembangan produksi perikanan tangkap. Ditinjau 
pada prinsip zero waste, Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat telah 
berperan melalui pembentukan dan pemberian himbauan serta informasi kepada 
masyarakat melalui bentuk sosialisasi tentang pengelolaan limbah perikanan 
tangkap menjadi sebuah produk bermanfaat yang bernilai jual, dengan peranan 
tersebut pemerintah terus mewujudkan pengurangan limbah yang diakibatkan oleh 
ulah masyarakat yang tidak bertanggungjawab.  

Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah melakukan bentuk 
pendampingan maupun koordinasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk 
meningkatkan nilai inovatif serta kreativitas dari masyarakat terhadap pengelolaan 
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perikanan tangkap, pemerintah juga melakukan pelatihan langsung bersama 
penyuluh perikanan dalam bentuk praktik dari segi pengolahan, penangkapan, 
pengemasan bahkan pemasaran suatu produk, hal ini diupayakan agar masyarakat 
mampu berwirausaha dan menghasilkan sebuah produk bernilai jual, karena dengan 
adanya keahlian dalam berwirausaha maka akan menjadi langkah awal untuk 
terbukanya lapangan pekerjaan baru di lingkungan masyarakat kedepan. 
Pemerintah juga berperan dalam memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan 
serta bentuk peluang pasar kepada masyarakat, selain itu adapula penyediaan 
bantuan sarana prasarana seperti boat, alat tangkap dan wilayah perdagangan ikan 
untuk memudahkan masyarakat dalam proses jual beli.  

Melalui berbagai peranan tersebut, menunjukkan bahwasanya arah 
kebijakan dan perencanaan program dari dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Aceh Barat kini telah mengarah pada konsep Blue Economy, sebab telah 
menfokuskan aktivitas perekonomian di kawasan pesisir laut dengan tetap 
berporos kepada keberlanjutan serta memperhatikan stabilitas ekosistem perairan 
laut (Colgan, 2017). Terdapat beberapa dokumentasi kegiatan pelatihan, sosialisasi 
serta penyebaran informasi demi mewujudkan optimalisasi produksi perikanan 
tangkap berbasis blue economy oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh 
Barat, seperti gambar 1 berikut. 

 
Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat 

 
Sumber : Instagram @ dkp.acehbarat (dkpacehbarat, 2024) 

 
Meskipun pemerintah telah melakukan pengembangan produksi perikanan 

tangkap yang mengarah kepada konsep blue economy melalui berbagai bentuk 
kegiatan, akan tetapi peran pemerintah masih belum optimal, hal ini terlihat dari 
terbatasnya sosialisasi dan pelatihan yang hanya dirasakan oleh sebagian orang, 
tidak menyeluruh kepada seluruh masyarakat pesisir, sehingga program tersebut 
belum sepenuhnya terjangkau oleh semua pihak dalam implementasi kebijakan 
terkhususnya unsur masyarakat. Selain itu, adapula kekurangan dalam sinergi antara 
pemerintah dengan masyarakat, karena partisipasi masyarakat dalam program 
masih tergolong rendah.  



JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 10(1), 2025 

 

 27 

 
2. Peran Pelaku Usaha berbasis Blue Economy 
Berdasarkan dapatan kajian di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan 

bahwasanya pihak swasta sudah mendukung pengembangan produksi perikanan 
ditinjau dari konsep blue economy, berdasarkan wawancara dengan perwakilan 
pelaku usaha produksi perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Barat, bahwasanya 
dukungan yang mereka tawarkan berupa lapangan pekerjaan, objek dan lokasi 
penelitian, saranan dan pra sarana, serta fasilitas teknologi yang mengarah kepada 
pengembangan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Barat, hal tersebut 
selaras dengan prinsip Multiplier Effect. Selain itu swasta juga berperan sebagai 
penyedia lowongan pekerjaan kepada masyarakat yang berfokus pada 
pengembangan produksi perikanan tangkap seperti pada prinsip inklusi sosial.  

Namun disisi lain, peranan pelaku usaha dalam prinsip zero waste maupun 
inovasi dan adaptif pada konsep blue economy masih belum optimal. Berdasarkan 
hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang mereka lakukan tergolong 
jauh dari upaya pengurangan limbah plastik terkhususnya dalam segi pemasaran 
produk maupun pengemasan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di Kabupaten Aceh 
Barat menghadapi kendala biaya tinggi yang menghambat implementasi dari prinsip 
zero waste, penggunaan plastik sebagai bahan utama dalam proses pemasaran 
dipilih karena harga yang lebih murah dibandingkan alternatif bahan ramah 
lingkungan, hal demikian didukung pula dengan kurangnya pemahaman dari pihak 
swasta terkait konsep blue economy sehingga mengakibatkan minimnya inisiatif 
untuk beralih ke praktik yang lebih adaptif dan berkelanjutan.  

3. Peran Akademisi berbasis Blue Economy 
Universitas Teuku Umar menjadi salah satu instansi pendidikan yang juga ikut 

serta dalam mengedepankan perekonomian dan peningkatan produksi perikanan, 
melalui pendidikan, pengabdian, pelatihan, serta penelitian yang dilakukan, 
diharapkan dapat menjadi upaya yang bisa mengembangkan produksi perikanan 
tangkap di Kabupaten Aceh Barat. Saat ini, sebagian besar kegiatan akademisi 
dalam pengembangan produksi perikanan tangkap telah berfokus dan selaras 
dengan prinsip-prinsip blue economy, seperti tabel 2 berikut. 

 
Tabel 2. Kegiatan Universitas Teuku Umar berbasis Blue Economy 

Blue Economy Peranan 

Zero Waste Riset terkait pemanfaatan limbah seperti pengolahan perut 
ikan sebagai Makanan Pendamping ASI, melalui riset tersebut 
akademisi memperkenalkan sebuah produk yang menjadi 
upaya untuk mengurangi jumlah limbah yang dimiliki dari 
proses produksi perikanan di masyarakat. 

Multiplier Effect Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dengan tujuan 
untuk memberikan efek ganda kepada perkembangan produksi 
perikanan di Kabupaten Aceh Barat namun dengan tetap 
mengedepankan kelestarian lingkungan laut, diantaranya 
seperti melakukan kegiatan konservasi manggrove, penulisan 
karya tulis ilmiah berbasis blue economy, serta pemberdayaan 
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masyarakat nelayan dan pesisir. 

Inovasi  
dan Adaptif 

Sosialisasi terkait rumpon serat ijuk dan bubu ramah lingkungan 
untuk mengurangi penggunaan alat tangkap yang berbahaya 
bagi lingkungan serta komersialisasi dan wirausaha dalam 
bentuk produk cookies dari bahan ikan tongkol dan tuna. 

Inklusi Sosial Program pengabdian masyarakat seperti transfer knowladge 
dan tranfer teknologi terhadap pengembangan ekonomi 
masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup, selain itu 
akademisi terus gencar dalam mengembangkan mahasiswa 
untuk mampu berwirausaha, serta mampu pula dalam 
menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. 

Sumber: Hasil olahan wawancara penelitian 
 

4. Peran Masyarakat berbasis Blue Economy 
Peranan dari masyarakat juga sangat penting dalam pengembang produksi 

perikanan tangkap, hal ini dikarenakan masyarakat sosok aktor yang berpartisipasi 
terhadap suatu proses pembangunan disuatu wilayah (Arief & Pradini, 2019). Sebab 
masyarakat menjadi bagian dari pelaksana kebijakan dalam pemerintahan, sebagai 
konsumen bagi pihak swasta, serta objek dalam proses pemberdayaan maupun riset 
yang dilakukan oleh akademisi. Maka dengan demikian, kehadiran dari masyarakat 
menjadi salah satu ukuran dari keberhasilan dalam pengembangan produksi 
perikanan tangkap yang berbasis blue economy di Kabupaten Aceh Barat.  

Akan tetapi peranan dari masyarakat masih belum optimal dalam 
mendukung pemberdayaan berbasis blue economy, berdasarkan wawancara 
dengan akademisi, menyatakan bahwasanya partisipasi masyarakat dinilai masih 
rendah, terutama dalam mengikuti program-program pemberdayaan yang telah di 
fasilitasi, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari pemerintah yang menilai bahwa 
masyarakat belum sepenuhnya terlibat aktif serta inisiatif mendukung program 
maupun kebijakan terhadap keberlanjutan lingkungan laut. Hasil observasi di 
lapangan juga menunjukkan beberapa indikator rendahnya kesadaran masyarakat, 
seperti masih tingginya penggunaan bahan plastik yang mencemari lingkungan, 
penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah serta rendahnya partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan limbah. Hambatan  utama yang ditemukan dalam 
kondisi tersebut yakni kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep Blue 
economy itu sendiri. 
 
Optimalisasi produksi perikanan tangkap berbasis blue economy melalui kolaborasi 
quadruple helix 
 Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwasanya setiap unsur quadruple 
helix di Kabupaten Aceh Barat memiliki peranan penting dalam proses optimalisasi 
produksi perikanan tangkap, namun akan tetapi peranan tersebut tidak cukup 
hanya sebatas pelaksanaan individual, dibutuhkan sebuah sinergi yang tepat melalui 
pembentukan kolaborasi dari setiap unsur quadruple helix, sebab sinergitas dapat 
dipilih menjadi solusi dalam upaya memaksimalkan suatu pelaksanaan kebijakan 
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(Setiawan & Muttaqin, 2023), hal ini tentunya juga dapat dilakukan dalam 
pengoptimalan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Barat.  

Dalam proses sinergitas melalui kolaborasi tersebut dapat dilakukan  oleh 
pemerintah melalui pendampingan, pemberdayaan koordinasi bahkan penyediaan 
fasilitas, lalu adapula sumber daya seperti infrastuktur dan sarana prasarana yang 
dimiliki oleh swasta dapat menjadi modal dalam pengembangan produksi perikanan 
tangkap, lalu dengan adanya ide dan inovasi dari akademisi baik dalam bentuk 
penelitian, pendidikan, pengabdian bahkan kewirausahaan maka dapat menjadi 
penggerak dari terwujudnya implementasi kebijakan blue economy, sebab dengan 
adanya inovasi dari akademisi maka akan mampu memengaruhi pemerintah dalam 
proses penyusunan suatu kebijakan (Dhini & Bintari, 2023), dalam hal ini pula 
partisipasi masyarakat juga menjadi faktor utama keberhasilan dari sebuah strategi, 
hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut melalui kerangka kolaborasi quadruple helix yang 
ditampilkan pada gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2. Kerangka Kolaborasi Quadruple helix 

 
Sumber : Hasil analisis data 

 
Penutup 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa model 
quadruple helix dalam pengembangan produksi perikanan berbasis blue economy di 
Kabupaten Aceh Barat melibatkan beberapa unsur yang berperan. Pemerintah 
sebagai penyedia informasi, pemberdayaan, dan sarana serta bantuan. akademisi 
yang memiliki peran yakni melakukan pengajaran terkait blue economy, 
mengembangankan inovasi melalui hasil penelitian,  pengabdian, dan wirausaha.  

Pelaku usaha memiliki peran yaitu sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan 
fasilitator serta masyarakat yang berperan dalam berpatisipasi pengembangan 
produksi perikanan tangkap. Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi 
kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan produksi perikanan 
tangkap berbasis blue economy diantaranya ialah; Pertama) pemerintah perlu 
meningkatkan ketegasan terhadap masyarakat dalam menjaga lingkungan dan 
mengurangi limbah plastik; kedua) sepatunya perlu kolaborasi antar unsur 
quadruple helix dalam pengembangan produksi perikanan tangkap; ketiga) adanya 
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keseralasan antara tujuan akademisi dengan pemerintah dalam mengembangan 
produksi perikanan berbasis blue economy di Kabupaten Aceh barat.  
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